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ABSTRAK 

EVALUASI KOORDINASI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN 

STUNTING TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS) SDGS DI  KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

 

 

 

Oleh  

 

ANISSA RATNA WIDURI  

 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 

kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Mengacu pada SDGs 

permasalah stunting terdapat pada tujuan ke 2 (zero hunger atau nol kelaparan). 

Faktor penyebab timbulnya stunting bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kekurangan gizi, sanitasi yang buruk, pola asuh yang tidak tepat, kemiskinan, 

terbatasnya layanan kesehatan dll. Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah 

satu daerah di indonesia yang angka stuntingnya cukup tinggi dan menjadi 

kabupaten prioritas. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah dalam penanganan dan pencegahan stunting 

terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development goals) sdgs serta bagaimana mekanisme dan pola interaksi 

stakeholder dalam koordinasi penanganan stunting terintegrasi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya 

adalah yang pertama mengidentifikasi tahapan koordinasi dengan memperhatikan 

bentuk koordinasinya. Menentukan mekanisme dan pola interaksi stakeholder 

dalam koordinasi penanganan stunting terintegrasi.   

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses  koordinasi penanganan dan 

pencegahan stunting di Lampung Tengah menggunakan tiga tahap yaitu  tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi. Mekanisme dan Pola 

Interaksi Stakeholder cenderung menggunakan pola squeential/ berurutan. 

Prinsip-prinsip koordinasi yang berperan dalam proses penanganan dan 

pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Lampung Tengah yaitu : faktor 

komunikasi, faktor kesadaran akan pentingya koordinasi, faktor kompetensi 

partisipan, faktor kesepakatan dan komitmen, dan faktor kontinuitas perencanaan.   

 

Kata kunci : Evaluasi Koordinasi, Stunting, Sdgs  
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ABSTRACT 

 

 

EVALUATION OF INTEGRATED STUNTING HANDLING AND 

PREVENTOIN COORDINATION IN REALIZING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN LAMPUNG TENGAH DISTRICT 

 

 

 

By 

 

 

ANISSA RATNA WIDURI  

 

 

Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic 

malnutrition, especially in the first 1,000 days of life (HPK). Stunting affects brain 

growth and development. Referring to the SDGs, the problem of stunting is in 

goal 2 (zero hunger or zero hunger). Factors causing stunting can be caused by 

several factors such as malnutrition, poor sanitation, inappropriate parenting, 

poverty, limited health services etc. Central Lampung Regency is one of the 

regions in Indonesia where the stunting rate is quite high and is a priority district. 

The formulation of the research problem is how the coordination of the Central 

Lampung Regency government in handling and preventing stunting is integrated 

in realizing sustainable development goals (SDGs) and how the mechanisms and 

patterns of stakeholder interaction in coordinating integrated stunting 

management. The method used in this research is descriptive qualitative. The 

focus of his research is the first to identify the stages of coordination by paying 

attention to the form of coordination. Determine the mechanism and pattern of 

stakeholder interaction in the coordination of integrated stunting management. 

The results of this study indicate that in the process of coordinating the handling 

and prevention of stunting in Central Lampung using three stages, namely the 

planning, implementation and monitoring stages of the evaluation. Stakeholder 

Interaction Mechanisms and Patterns tend to use a squeential pattern. The 

coordination principles that play a role in the integrated stunting prevention and 

treatment process in Central Lampung Regency are: communication factor, 

awareness factor on the importance of coordination, participant competency 

factor, agreement and commitment factor, and planning continuity factor. 

 

 

Key word : Evaluation, Coordination, Stunting, Sdgs 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 

Goals/SDGs) 2015–2030 yang merupakan pengganti Tujuan Pembangunan 

Milenium (Milenium Development Goals/MDGs) menjadi respon untuk 

menangani berbagai masalah di dunia termasuk masalah pangan dan gizi. Program 

SDGs memiliki 17 tujuan penting yang disepakati dan berlaku bagi seluruh 

bangsa di dunia. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini yang masih 

berjuang menghapus permasalahan kelaparan dan meningkatkan gizi yang baik 

untuk masyarakat. 

Perhatian pada sektor kesehatan khususnya gizi di dalam SDGs, terdapat pada 

tujuan ke 2 (zero hunger atau nol kelaparan), tujuan 2 SDGs (nol kelaparan) 

memiliki tujuan khusus yaitu, menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, 

mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang 

berkelanjutan. Selain itu, terdapat dua target yang diharapkan dapat terwujud pada 

tujuan 2 SDGs ini. Target pertama yaitu, pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan 

dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua 

orang, khususnya masyarakat miskin dan usia rentan seperti bayi. Sedangkan 

target kedua yaitu, pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, 

termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan 

wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita 



2 
 

hamil dan menyusui, serta lansia. Unfinished business atau urusan yang belum 

selesai dari SDGs di tujuan ke 2 ini adalah melanjutkan pembangunan gizi. 

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan gizi, yaitu 

tingginya prevelensi anak balita bertubuh pendek (stunting). Gizi adalah salah 

satu faktor terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat dan 

karenanya merupakan masalah issue fundamental dalam kesehatan masyarakat. 

Keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur 

harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama penentuan keberhasilan 

pembangunan negara yang dikenal istilah Human Development Index (HDI). 

Stunting itu sendiri adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi 

badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan 

panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median 

standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi 

kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi 

ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita 

stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai 

perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. 

Data WHO (2014) mencatat sekitar seperempat atau 24,5% anak balita di dunia 

mengalami stunting. Sedangkan kondisi di Indonesia Kejadian balita stunting 

(pendek) merupakan masalah gizi utama yang perlu penanganan ekstra. 

Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, 

masalah balita bertubuh pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan 
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dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Hal tersebut 

dijelaskan dalam data dibawah ini.  

Tabel 1. Data Masalah Gizi di Indonesia Tahun 2015-2017 

 
Sumber : Buletin Stunting 2018 Kemenkes RI (diolah Peneliti 2020) 

Berdasarkan tabel di atas prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari 

tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017.permasalahan gizi balita 

bertubuh pendek atau stunting menempati posisi pertama teringgi dibandikan 

dengan kasus gizi yang lain. Sehingga kasus stunting yang sekarang ini terjadi 

dapat diangkat menjadi issue nasional yang butuh penanganan segera oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  

Pada tahun 2012 dunia menyepakati (WHO) agar setiap negara mengupayakan 

agar Stunting tidak lebih dari 20% atau  seperlima  dari jumlah anak balita . 

Secara nasional, gambaran stunting pada balita dapat dilihat dari empat Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 

RI yaitu tentang Proporsi Pendek dan Sangat Pendek Balita.  Berikut ini adalah 

rangkuman tabel hasil Riskesdas dari tahun 2015 – 2018. 
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Tabel 2. Proporsi Status Gizi Sangat Pendek dan Pendek Pada Balita  

Tahun 2007-2018  

Tahun  Sangat Pendek  Pendek  Jumlah  

2015 18.9 % 10.1 % 29 % 

2016 19.0 % 8.5 % 27.5 % 

2017 19.8 % 9.8  % 29.6% 

2018 19.3 % 11,5% 30,8% 

Sumber : Hasil Riskesdas tahun 2018 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

(diolah peneliti 2020) 

Berdasarkan tabel diatas prosentase jumlah balita stunting mengalami fluktuasi 

dimana presentase jumlah balita sangat pendek lebih tinggi dibandingkan jumlah 

balita pendek. Pada tahun 2015 jumlah balita stunting mencapai 29% selanjutnya 

ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar 27.5%, ditahun 2017 mengalami 

peningkatan kembali yaitu menyentuh 29.6% dan ditahun 2018 mencapai 30.8%. 

dari jumlah angka stunting di Indonesia dari tahun ke tahun masih cukup tinggi 

sedangkan mengacu kepada peraturan WHO bahwa tingkat stunting tidak boleh 

lebih dari 20%. 

Upaya pemerintah Indonesia  dalam menjalankan SDGs terutama dalam kasus 

penurunan angka stunting diatur oleh pemerintah dengan  meluncurkan program 

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan 

melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam 

kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting telah 

dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana 

Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019 bahwa 

angka stunting di Indonesia tidak lebih dari 28%.  
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Langkah awal pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka stunting di 

Indonesia adalah dengan memetakan daerah terdampak stunting paling tinggi, 

daerah tersebut akan menjadi prioritas pertama pemerintah untuk segera 

melakukan tindakan penyelesaian, untuk mempermudah hal tersebut pemerintah, 

memfokuskan ke dalam sepuluh  provinsi yang memiliki kasus jumlah balita 

tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2013  Provinsi Lampung masuk dalam daftar 10  

kabupaten prioritas stunting, dengan prevelensi angka balita stunting sekitar  

52,68%  dengan balita stunting mencapai 59.838 jiwa. dimana Kabupaten 

Lampung Tengah menjadi fokus perhatian. (Sumber: Data Pusat penelitian 

pengembangan dan informasi (Puslitfo) TP2AK 2018). Prevelensi angka stunting 

diatas terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan syarat ambang batas 

yang disetujui oleh WHO yaitu  angka prevelensi stunting tidak lebih dari 20% , 

sedangkan kesepakatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (TPB) 2017-

2019 angka prevelensi stunting di Indonesia  tidak lebih dari 28%. Hal ini tentu 

menjadi perhatian bagi pemerintah setempat untuk menanganai secara serius 

permasalahan tersebut. 

Pada Tahun 2017, Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai 10 wilayah 

prioritas dari 100  Kabupaten/Kota prioritas nasional untuk Intervensi Anak 

Kerdil (Stunting) tahun 2018-2019. Pemilihan 100 Kabupaten/Kota didasarkan 

atas kriteria jumlah dan prvelensi balita stunting, yang dibobot dengan tingkat 

kemiskinan. Sementara itu pemilihan 10 dari 100 Kabupaten/Kota tersebut 

menggunakan kriteria koefisien Stunting terbesar pada setiap wilayah regional 

(pulau besar). Pulau Sumatera pada kasus ini diwakili oleh dua kabupaten/kota 

yaitu Kabupaten Rokan Hulu dari Provinsi Riau  dan Kabupaten Lampung 
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Tengah dari Provinsi Lampung. (Sumber:  Laporan Akhir Pemetaan dan Rencana 

Strategis Penanggulangan Stunting 2019 Bappeda Lampung Tengah ). 

Guna menindaklanjuti proritas nasional penanganan stunting tersebut, pada tahun 

2019, Bupati Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan aturan khusus 

penanganan tanggap stunting, yakni dibuatnya Surat Keputusan (SK) Bupati 

Lampung Tengah Nomor 540/KPTS/B.a.VII.01/2019 Tentang penetapan Lokasi 

Stunting di Kabupaten Lampung Tengah menetapkan 30 kampung/desa prioritas 

penanganan stunting pada tahun 2019,  dengan 10 desa prioritas  nasional 

termasuk didalamnya. Lokasi-lokasi stunting berdasarkan SK Bupati Kabupaten 

Lampung Tengah tersebut disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. Penetapan Lokasi Stunting di Kabupaten Lampung Tengah  

No Kecamatan Kampung 
Jumlah 

Balita 

Balita 

Stunting 
Prevelensi 

1 Pubian 1. Tawang Negeri  77 

 

34 44.16 

2. Tanjung Rejo  238 21 8.82 
3. Payung Dadi  283 63 22,26 
4. Riau Periangan  177 14 7.91 
5. Padang Rejo 108 22 20,37 

2 Anak Tuha  6. Gunung Agung  25 6 24,00 
7. Sri Katon  356 46 12,92 
8. Negara Bumi Ilir  216 29 13,43 

3 Seputih Agung  9. Harapan Rejo  266 60 22.56 
10. Muji Rahayu  384 56 14,58 

4 Seputih Raman  11. Rama Gunawan 139 31 22.30 
12. Rama Dewa 146 29 19,86 

13. Rukti Endah 309 51 16.50 
14. Rukti Harjo 410 52 12,68 
15. Rama Kelandungan  239 44 18.41 
16. Rama Indera  233 38 16,31 
17. Ramayana  265 41 15,47 
18. Rejo Basuki  240 35 14,58 
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19. Ratna Khaton  242 35 14.46 

5 Trimurjo  20. Pujo Basuki  93 18 19.35 

  21. Notoharjo  259 46 17,76 

  22. Pujoasri  99 15 15,15 

6 Bumi Ratu 

Nuban  

23. Tulung Kakan  164 33 20,12 

7 Gunung Sugih  24. Buyut Udik  368 28 7,61 

8 Anak Ratu Aji  25. Gedung Ratu  143 17 11,89 

  26. Bandar Putih Tua  141 11 7.80 

9 Terusan Unyai  27. Gunung Batin Udik  722 84 11,63 

10 Bandar 

Surabaya  

28. Cabang  101 8 7,92 

11 Bandar 

Mataram 

29. Mataram Udik  1319 83 6,29 

12 Seputih 

Surabaya 

30. Mataram Ilir  873 64 7,33 

Sumber : Laporan Akhir Pemetaan Kondisi dan Rencana Strategis 

Penanggulangan Stunting (Diolah Peneliti tahun 2020).   

Pemetaan data stunting tidak hanya dilakukan bersadarkan lokasi-lokasi wilayah 

terdampak saja, melainkan pemetaan stunting  juga dilakukan sampai tingkat 

puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah. Secara rinci angka prevelensi stunting 

Kabupaten Lampung Tengah pada masing-masing puskesmas disajikan pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 4. Prevelensi Stunting pada tingkat puskesmas di Kabupaten Tengah 

(Cakupan desa/kelurahan masing-masing puskesmas)  

No Puskesmas Sangat 

Pendek 

Pendek  Normal  Prevalensi 

Stunting  

1 Padang Ratu  41 64 423 19,89 

2 Surabaya 106 274 1504 20,17 

3 Karang Anyar  18 94 870 11,41 

4 Payung Rejo 68 154 666 25,00 

5 Segala Mider  41 142 838 17,92 

6 Haji Pemanggilan 53 143 948 17,13 
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7 Gedung Sari  37 137 888 16,38 

8 Kalirejo 53 203 1962 11,54 

9 Poncowarno 66 170 888 21,00 

10 Sendang Agung  52 202 1659 13,28 

11 Bangunrejo  0 4 319 1,24 

12 Suka Negara  45 153 1096 15,30 

13 Gunung Sugih  72 91 2559 5,99 

14 Terbanggi Subing 8 23 1420 2,14 

15 Kesumadadi 54 153 1096 15,30 

16 Wates  82 248 1138 22,48 

17 Simbar Waringin 31 151 2440 6,92 

18 Pujo Kerto 20 75 830 10,27 

19 Punggur  25 61 522 14,14 

20 Kota Gajah  36 143 933 16,10 

21 Sri Tejo Kencono 27 97 445 21,79 

22 Seputih Raman  60 207 1476 15,32 

23 Rama Indera 15 100 898 11,35 

24 Bandar Jaya 172 550 2498 22,42 

25 Poncowati  52 97 953 13,52 

26 Simpang Agung  91 284 1791 17,31 

27 Candi Rejo  31 84 526 17,94 

28 Bandar Agung  33 127 597 21,14 

29 Seputih Mataram 66 126 1407 12,01 

30 Jati Datar  61 208 1325 16,88 

31 Sriwijaya Mataram  8 12 810 2,41 

32 Seputih Banyak  98 354 2805 13,88 

33 Suko Binangun  25 106 649 16,79 

34 Rumbia 2 36 553 6,43 

35 Bumi Nabung  26 61 1051 7,64 

36 Bina Karya Utama 62 186 1169 17,50 

37 Seputih Surabaya  17 33 159 23,92 

38 Gaya Baru lima 43 126 1066 13,68 

39 Anak Tuha  4 10 49  22,22 

Sumber : dari hasil wawancara Pra-Riset di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lampung Tengah diolah peneliti tahun 2020. 

Berdasarkan data tabel diatas dan wawancara pra-riset dengan Dinas Kesehatan 

Lampung Tengah (Ibu Irma , 30 tahun) dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan dan 

puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan 

pendataan stunting melalui posyandu.  Dimana data sunting tersebut di dapat dari 

hasil pengukuran tinggi dan berat badan balita. Berdasarkan hasil pendataan 

hingga bulan Oktober 2019, diketahui angka prevalensi stunting di Kabupaten 
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Lampung Tengah sebesar 15,814 %.  Sedangkan tahun 2018 angka stunting 

sebesar 27, 93% , Apabila dibandingkan maka pada tahun 2019 kasus stunting 

cenderung mengalami penurunan,  namun apabila mengacu aturan standar WHO 

dimana daerah dengan prevalensi stunting diatas 20% dikatakan sebagai daerah 

kronis. Meskipun  angka stunting telah  mengalami penurunanan dibawah standar 

WHO, namun ada beberapa puskesmas  yang angka stuntingnya masih diatas 

20%,  hal tersebut tentunya tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk 

dapat menurunkan angka stunting secara merata disemua desa/puskesmas se 

Lampung Tengah.  

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah membentuk Tim khusus yaitu tim 

Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kabupaten 

Lampung Tengah Th 2019-2021 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah 

No.176/KPTS/B.a.VII.01/2019.  Tim tersebut dibentuk langsung oleh daerah yang 

bertangung jawab langsung kepada bupati Lampung Tengah, dengan tugas 

khusnya adalah mempercepat penurunan angka stunting dengan memetakan 

langsung fangtor penyebab stunting. Karena berbeda desa/kecamatan memiliki 

faktor penyebab yang berbeda. Tim Khusus ini dalam bertugas berkoordinasi 

langsung dengan beberapa OPD yang terkait langsung dengan permasalah 

stunting 

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset dengan salah satu staff Bappeda bagian 

penanganan stunting (Ibu Septi 45th) diperoleh informasi bahwa permasalahan 

stunting di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 

(1) pola asuh orang tua yang tidak baik, 2) masih rendahnya cakupan sanitasi, (3) 

pernikahan usia dini,  (4) rendahnya cakupan asi ekslusif , kurangnya akses 
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terhadap makanan bergizi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan 

kemiskinan, (5) rendahnya dukungan keluarga, (6) SDM tenaga kesehatan yang 

kurang memadai, (7) masih rendahnya pendidikan  parenting pada anak usia dini 

(8) terbatasnya layanan kesehatan (9) keterbatasan kapasitas penyelenggara 

advokasi, sosialisasi, kampanye stunting , kegiatan konseling dll, (10) Kurangnya 

koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Permasalah yang 

dijelaskan barulah beberapa hal saja, karena berdasarkan penelitian lebih lanjut 

faktor penyebab stunting adalah multi dimensi , tidak hanya faktor kesehatan 

semata melainkan ada faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, infrastuktur, 

lingkungan, gizi, budaya dll. Oleh karena itu sangat diperlukan kerjasama yang 

solid antara pemerintah pusat , provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai RT 

untuk dapat memutus mata rantai penyebab stunting di Kabupaten Lampung 

Tengah.  

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya evaluasi koordinasi Tim Koordinasi 

Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam Pencegahan Kasus 

Stunting di Lampung Tengah agar kendala pelaksanaan yang ditemui tersebut bisa 

segera diatasi dantarget penurunan stunting yang telah dimasukkan sebagai 

sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019 dapat tercapai. Dengan demikian 

upaya pencapaian  pembangunan berkelanjutan/SDGs untuk menghapus masalah 

kelaparan dan kesehatan di Indonesia dapat terselesaikan. 
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Selain melakukan penelusuran melalui media, pra-riset, melalui kegiatan 

wawancara, peneliti juga mencari sumber referensi kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini guna menambah kajian penelitian dan bahan 

perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyajikan hal yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan segi 

permasalahan, kerangka teori serta studi kasus yang digunakan. Berikut ini 

penulis tampilkan beberapa penelitian-penelitain terdahulu yang mengangkat 

permasalahan stunting. Penulis juga lampirkan  beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai  berikut ini :  

Tabel 5. Penelitian Terdahulu  

No Penulis Judul Hasil 

1 Febby Febrian  

, Rahmadani 

Yusran (2021) 

Koordinasi dalam 

Implementasi 

Kebijakan Stunting 

di Kota Padang  

Kajian untuk menganalisis koordinasi kebijakan 

pencegahan stunting di Kota Padang. Koordinasi 

kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang 

hanya berjalan di tingkat sektoral. Dinas 

Kesehatan beserta jajarannya dan belum 

melakukan koordinasi lintas sektor dengan 

instansi lain yang khusus membahas pencegahan 

stunting. Faktor penghambat pelaksanaan 

koordinasi kebijakan penanggulangan stunting di 

Kota Padang adalah belum adanya peraturan yang 

mempengaruhi kejelasan fungsi pokok dan tugas 

instansi terkait, belum adanya anggaran khusus 

untuk penanggulangan stunting. Hal ini 

disebabkan masih rendahnya persepsi kejadian 

stunting di Kota Padang dan Kota Padang yang 

tidak termasuk dalam wilayah lokus stunting. 

2 Y.Permanasari

, M Permana, J 

Pambudi   et al  

Tantangan 

Implementasi 

Konvergensi pada 

Program 

Pencegahan 

Stunting di 

Kabupaten Prioritas 

Penelitain ini membahas tentang problematika 

implementasi di 10 kabupaten prioritas stunting 

di seluruh Indonesia salah satunya adalah Kab. 

Lampung Tengah, dengan mengadopsi metode 

The health Policy Triangle. Pada tahun 2018 

diperoleh informasi bahwa penangan stunting 

masih ditataran sektoral, belum adanya pokja-

pokja penanganan stunting di level kabupaten , 

kecamatan dan desa.  
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3 Antun 

Rahmadi 

(2016) 

Hubungan Berat 

Badan dan Panjang 

Badan lahir dengan 

kejadian stunting 

anak usia 12-59 

bulan di Provinsi 

Lampung. 

 

Prevelensi stunting pada anak usia 12-59 bulan di 

Provinsi Lampung tahun 2015 adalah 

26,7%.Hasil analisis statistik lanjutan 

menyimpulkan tidak ada hubungan antara berat 

badan lahir dengan kejadian stunting pada anak 

usia 12-59 bulan di Provinsi Lampung tahun 2015 

dan ada hubungan antara panjang badan lahir 

dengan kejadian stunting pada anak usia 12-59 

bulan di Provinsi Lampung tahun 2015. 

4 Afiska Prima 

Dewi 2017  

Peran gizi dalam 

Sustainable 

development goals 

Peran penting gizi dalam SDGs tertuang dalam 

tujuan ke 2 dan ke 3, maka sektor gizi perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Perhatian khusus 

ini dapat diimplementasikan dalam program 

kesehatan nasional yang sudah dan /atau akan 

dicanangkan oleh pemerintah, khususnya 

kementerian kesehatan RI. Perhatian ini tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, 

melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, 

baik dari praktisi kesehatan maupun dari 

masyarakat umum. 

 

Berdasarkan uraian tabel 5. tentang penelitian terdahulu di atas, terdapat 

kesamaan pembahasan mengenai evaluasi stunting dan hubungannya dengan 

Sustainable Development Goals, namun saat ini belum ada penelitian lanjutan mengenai 

evaluasi koordinasi pencegahan stunting di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu 

peneliti tertarik mengangkat topik permasalahan tentang  Evaluasi Koordinasi 

Pencegahan Kasus Stunting Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di 

Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini agar masalah dalam pelaksanaan percepatan 

penurunan dan pencegahan angka stunting bisa segera turun dan terselesaikan, 

serta dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan di tahun selanjutnya. Dengan 

demikian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs untuk mengakhiri 

kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi 
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semua orang, khususnya masyarakat miskin dan usia rentan seperti bayi di  

Kabupaten Lampung Tengah.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana koordinasi  Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui 

Tim Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam 

menurunkan angka stunting demi  mewujudkan pembangunan 

berkelanjuta (SDGs)  di Lampung Tengah?  

2. Bagaimana pola koordinasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting 

di Lampung Tengah ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui dan menilai bagaimana koordinasi pemerintah daerah 

Lampung Tengah melalui tim khusus dalam menurunkan angka stunting 

demi mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs). 

2. Untuk mengetahui pola koordinasi yang efektif dalam menurunkan dan 

mencegah angka stunting  di Lampung Tengah. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang kajian Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam ranah evaluasi 

impelementasi kebijakan publik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan penilaian, rujukan, dan 

solusi bagi stakeholder dalam pelaksanaan pencegahan kasus stunting di 

Kabupaten Lampung Tengah agar semakin maksimal di tahun selanjutnya 

sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

2.1. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan  

2.1.1. Hakikat Evaluasi 

Nugroho (2017:779) mengatakan kebijakan publik adalah sebuah manajemen, 

mengagendakan pemahaman bahwa kebijakan publik harus dikendalikan, berbeda 

halnya dengan ajaran sebagian besar buku kebijakan publik yang menyebutnya 

sebagai evaluasi kebijakan. Menurutnya, kebijakan terdiri dari tiga dimensi yaitu: 

a. Monitoring kebijakan, atau pengawasan kebijakan 

b. Evaluasi kebijakan 

c. Pengganjaran kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.Instrumen Pengendalian Kebijakan 

Ketiga instrumen ini merupakan inti dari pengendalian kebijakan sebagai berikut: 

I. Pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan 

pengendalian pelaksanaan, agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Pengawasan sering dipahami sebagai “on going 

evaluation” atau “formative evaluation”. 

Monitoring Evaluasi Pengganjaran 

1. OnSite 

2. On Desk 

1. Komparasi dengan 

tujuan 

2. Komparasi dengan  

3. Komparasi dengan 

best practices 

3. historical 

1. Manajerial 

(normal) 

2. Political (negasi) 
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II. Evaluasi merupakan penilaian terhadap pencapaian kinerja dari 

implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai 

dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu pengertian waktu 

(mencapai/melewati “tenggat waktu”) atau selesai dalam pengertian kerja 

(“pekerjaan tuntas”) 

III. Sedangkan Pengganjaran termasuk di dalamnya penghukuman, bermakna 

juga pemberian insentif atau disinsentif yang ditetapkan dan diberikan 

sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan.  

Evaluasi secara lengkap menurut Abidin (2002:209) mengandung tiga pengertian: 

a. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum 

dilaksanakan (ex-ante evaluation); 

b. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring; 

c. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan 

kebijakan (ex-post evaluation) 

Kunarjo (1991) dalam Nugroho (2017:780-781), monitoring atau pemanfaatan 

adalah usaha secara terus-menerus untuk memahami perkembangan bidang-

bidang tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang dilaksanakan. 

Jenis teknik monitoring ada dua yaitu on desk, yaitu dengan mencermati laporan-

laporan perkembangan, dan on site yaitu dengan cara turun ke lapangan 

memeriksa secara langsung. Cara ketiga adalah melakukan keduanya, yaitu on 

desk dan on on site. Tujuan monitoring adalah untuk: 

1. Menghindarkan terjadinya penyimpangan/kesalahan/keterlambatan, 

sehingga dapat diluruskan. 

2. Memastikan proses implementasi sesuai dengan model implementasi. 
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3. Memastikan bahwa implementasi kebijakan menuju ke arah kinerja 

kebijakan yang dikehendaki. 

Tujuan monitoring hanya dua, yaitu memastikan pelaksanaan tidak menyimpang 

dari perencanaan, dan membangun early warning system sebagai bagian penting 

untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Kebijakan 

tentang pemantauan kebijakan dapat dibangun secara generik, sebagai suatu 

standar pemantauan, di mana masing-masing lembaga mengembangkan lebih 

lanjut model yang sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan. 

 

Model monitoring secara umum digambarkan sebagai sekuensi antara 

perencanaan dan evaluasi atau dapat dikatakan bahwa monitoring sebenarnya 

“bagian-bagian” dari evaluasi. Pengawasan yang baik dapat secara langsung 

menjadi evaluasi. Dengan demikian, evaluasi merupakan agregasi dan 

penyimpulan dari pengawasan-pengawasan yang dilakukan. Menurut Nugroho 

(2017:782) metode memonitor biasanya dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Model survey ke lapangan 

2. Model pemanfaatan ahli melalui delphi ataupun diskusi kelompok terfokus 

3. Pengawasan di balik meja (desk monitoring) dengan memanfaatkan 

metode triangulasi, baik triangulasi data maupun triangulasi teori. 

Agenda lanjutan dalam monitoring adalah bahwa dalam pengawasan, yang sering 

terlupa adalah sebagai berikut: 

1. Memastikan kebijakan selesai dirumuskan dan sudah selesai 

disosialisasikan 

2. Memastikan publik mengetahui dan mengerti kebijakan yang 

diimplementasikan 
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3. Memastikan pelaksananya cakap dan siap 

4. Memastikan pemonitornya mengerti cara monitoring yang baik 

Selanjutnya Abidin (2002:209) juga menambahkan bahwa pentingnya evaluasi 

awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan 

draft kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasakan ada keperluan untuk 

melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat. 

 

Bersamaan dengan proses pelaksanaan ada kegiatan penilaian yang disebut 

monitoring sekalipun kedua proses itu berjalan bersamaan, monitoring tidak boleh 

sampai mengganggu proses pelaksanaan. Bahkan monitoring diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan pelaksanaan. Dengan monitoring diharapkan, setiap 

kekeliruan atau ketidakcocokan yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan 

informasi pada saat formulasi kebijakan atau karena ada perubahan-perubahan 

yang tak terduga di lapangan, segera dapat diperbaiki dan disesuaikan. Dengan 

demikian kekeliruan tidak berlarut-larut sehingga memperbesar kemungkinan 

terjadinya kegagalan. 

Dengan menggunakan istilah engineering, kelemahan yang diidentifikasi melalui 

monitoring adalah kesalahan pelaksanaan dari manusia atau human error, karena 

asumsi yang dipakai disini adalah, rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan 

sempurna atau perfect sifatnya. Oleh karena itu, monitoring tidak bertujuan untuk 

mengubah kebijakan, tetapi hanya mengadakan penyesuaian. 

Monitoring menurut Abidin (2002:210) ditujukan untuk keberhasilan pelaksanaan 

suatu kebijakan sesuai dengan target yang direncanakan. Informasi yang 

dihasilkan berkenaan dengan kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan 



19 
 

sehingga tidak dapat mencapai target output dari suatu kebijakan. Apakah tujuan 

yang dirumuskan memberi hasil akhir atau outcomes yang terbaik, tidak menjadi 

fokus monitoring. Monitoring berakhir pada saat target outputs tercapai. Penilaian 

didasarkan pada: 

a. Efisiensi dan  

b. Ketepatan (appropriate) dalam pemanfaatan keseluruhan faktor pendukung 

(supporting factors) yang ada dalam proses pelaksanaan. 

Sesudah pelaksanaan ada evaluasi akhir atau ex-post evaluation. Evaluasi akhir ini 

diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari 

suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan startegi kebijakan sendiri 

maupun karena kelemahan dalam pelaksanaan. Tujuan dari evaluasi akhir adalah 

untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan. Maka itu fokusnya tidak 

hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi pada keseluruhan proses. 

Karena itu, objek yang diidentifikasi bukan sekedar kegagalan, melainkan juga 

keberhasilan. Kegagalan menjadi sasaran untuk diperbaiki, sementara 

keberhasilan menjadi contoh untuk dikembangkan. Informasi yang dihasilkan dari 

evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan: 

a. Efisiensi, yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil /biaya) 

b. Keuntungan, yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil-biaya) 

c. Efektif, yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya. 

d. Keadilan, yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil 

(manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan) 

e. Destriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan 

lainnya. 
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f. Manfaat tambahan, yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan. 

Dunn (1981:339) yang dikutip dalam Abidin (2000:212) mengatakan bahwa 

perbedaan fungsi antara monitoring atau evaluasi dalam proses pelaksanaan 

dengan evaluasi kinerja atau evaluasi sesudah pelaksanaan. Monitoring ditujukan 

untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan, 

bagaimana terjadinya dan mengapa, “what happened, how and why?” sementara 

evaluasi akhir menjawab persoalan tentang perubahan-perubahan apa yang telah 

terjadi, “what differences does it make?” 

 

Konsekuensi perbedaan fungsi monitoring dan evaluasi akhir ini adalah adanya 

perbedaan informasi yang dihasilkan. Monitoring menurut Dunn menghasilkan 

informasi yang sifatnya empiris, berdasarkan fakta-fakta yang ada (designative 

claims), sementara evaluasi akhir menghasilkan informasi yang bersifat penilaian 

(values) dalam memenuhi kebutuhan, peluang dan memecahkan permasalahan.  

Berbeda dengan Dunn, Hogwood dalam Abidin (2002:213) melihat evaluasi 

dalam hubungan dengan perubahan masyarakat yang diharapkan terjadi sebagai 

dampak atau outcomes dari suatu kebijakan. Dampak dari kebijakan tidak selalu 

sama seperti yang direncanakan semula. Ini berhubungan dengan ketidakpastian 

lingkungan dan kemampuan administrasi dalam melaksankan suatu kebijakan. 

Perlu disadari bahwa kebijakan pemerintah bukanlah satu-satunya kekuatan, 

melainkan hanya salah satu dari sekian banyak kekuatan yang mempengaruhi 

perubahan dalam masyarakat. Dye (1972:291-292) dalam Abidin (2002:213) 

mengelompokkan dampak atas lima komponen berikut: 

a. dampak atas kelompok sasaran atau lingkungan 

b. dampak atas kelompok lain (spillover effects) 
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c. dampak atas masa depan 

d. dampak atas biaya langsung 

e. dampak atas biaya tidak langsung  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan 

merupakan penilaian terhadap kebijakan tersebut yang dapat dilakukan baik di 

awal perumusan, pada proses sedang dilaksanakan maupun setelah kebijakan 

berakhir. Dalam evaluasi, selain evaluasi awal dan evaluasi akhir,monitoring  

dilakukan ketika proses pelaksanaan dilakukan. Monitoring ini penting dalam 

implementasi kebijakan publik karena digunakan untuk memastikan pelaksanaan 

tidak menyimpang dari perencanaan sebelumnya.  

 

2.1.2. Dimensi/Lingkup Makna Evaluasi Kebijakan Publik  

Menurut Nugroho (2017:793-794) pemahaman tentang evaluasi kebijakan 

biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi 

kinerja atau hasil kebijakan. Dimensi (lingkup makna) kebijakan publik sebagai 

fokus evaluasi kebijakan menyangkut: evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi 

implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan 

kebijakan. Keempat komponen kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan 

akan berhasil guna atau tidak. Namun, evaluasi selalu terakait konsep “kinerja” 

sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna “kegiatan 

pasca”. Pembedaan ini penting untuk memilahkannya dengan analisis kebijakan. 

 

Evaluasi kebijakan sesungguhnya mempunyai tiga lingkup makna, yakni evaluasi 

perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan 

kebijakan. Sehingga demikian, konsep “evaluasi” sendiri selalu terikut konsep 
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“kinerja”, atau dengan kata lain kebijakan publik pada ketiga wilayah tersebut 

bermakna “kegiatan pasca”. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik berkenaan 

hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, 

implementasi dan lingkungan kebijakan. 

a. Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik 

Menurut Nugroho (2017:795) teknik evaluasi formulasi kebijakan publik dapat 

mengacu pada model formulasi kebijakan publik apa yang dipergunakan. Model 

formulasi yang dipilih merupakan ukuran standar yang dapat dipergunakan untuk 

menilai proses formulasi. Model formulasi tersebut yakni model kelembagaan, 

model proses, model kelompok, model elit, model rasional, model imkremental, 

model teori permainan, model pilihan publik, model sistem, model demokratis, 

model startegis dan model deliberatif. 

b.Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Ripley yang dikutip dari Andito (2016:4), evaluasi  implementasi   

kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan untuk melakukan evaluasi terhadap 

proses, dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain 

kepatuhan, dan dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek. Tujuan 

dari evaluasi implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2017:798) adalah 

untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan yang 

digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: 

1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan 

dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel 

independen tertentu. 



23 
 

2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan 

dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan 

lingkungan implementasi kebijakan yang memengaruhi variasi outcome dari 

implementasi kebijakan. 

3) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? 

Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk memilih 

variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variabel-variabel yang 

bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah tidak dapat 

dimasukkan sebagai variabel evaluasi. 

Dunn dalam Nugroho (2017:800) menggambarkan petunjuk praktis evaluasi 

implementasi kebijakan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Evaluasi Kinerja Kebijakan 

Penilaian kinerja dalam kebijakan publik sangat penting karena kebijakan dibuat 

untuk suatu tujuan. Oleh karena itu, kebijakan harus dinilai sejauhmana 

pencapaian tujuannya sesuai yang diharapkan. Dimensi penilaian kinerja 

kebijakan meliputi 

Kesesuaian dengan metode 

implementasi 

Kesesuaian dengan tujuan evaluasi 

Kesesuaian dengan kompetensi 

Kesesuaian dengan sumberdaya 

yang ada 

Kesesuaian dengan lingkungan 

evaluasi 

Implementasi 

Kebijakan 
Evaluator 

Bagan 2. Model Sederhana Evaluasi 
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1) Dimensi hasil 

2) Dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran 

3) Dimensi sumberdaya yang digunakan (efisiensi dan efektivitas) 

4) Dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi 

5) Dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya 

 

d. Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik 

Menurut Anderson dalam Nugroho (2017:804), lingkungan kebijakan adalah 

realitas di luar kebijakan publik yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu 

karakteristik demografi, budaya politik, struktur sosial, dan sistem ekonomi. 

Evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan deskripsi yang jelas 

bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan 

diimplementasikan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi dalam evaluasi 

kebijakan publik menyangkut evaluasi formulasi kebijakan, evaluasi implementasi 

kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Pada 

penelitian ini dimensi evaluasi kebijakan yang diambil adalah dimensi evaluasi 

implementasi kebijakan publik. 

 

2.1.3. Model-Model Evaluasi Kebijakan 

a. Model Evaluasi Dunn 

Dunn dalam Nugroho (2017:785-786) mengatakan bahwa evaluasi dapat 

disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan 

penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai 
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nilai atau manfaat hasil kebijakan dan memberi informasi yang valid/dapat 

dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Selain itu evaluasi memberi sumbangan 

pada aplikasi metode-metode analis kebijakan lainnya, termasuk perumusan 

masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun evaluasi berkenaan dengan keseluruhan 

proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan kinerja dari 

kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan publik. Kriteria evaluasi 

kebijakan meliputi: 

Tabel 6. Tipe Evaluasi Dunn 

Tipe Kriteria Pertanyaan Ilustrasi 

Efektivitas  Apakah hasil yang diinginkan telah 

dicapai 

Unit pelayanan 

Efisiensi  Seberapa banyak usaha diperlukan 

untuk mencapai hasil yang 

diinginkan 

Unit biaya, 

manfaat bersih, 

rasio cost-benefit 

Kecukupan  Seberapa jauh pencapaian hasil yang 

diinginkan memecahkan masalah 

Biaya tetap 

Efektivitas tetap 

Perataan Apakah biaya manfaat 

didistribusikan dengan merata 

kepada kelompok-kelompok yang 

berbeda 

Kriteria Pareto, 

Kriteria Kaldor-

Hicks, Kriteria 

Rawis 

Responsivitas  Apakah hasil kebijakan memuaskan 

kebutuhan, preferensi, atau nilai 

kelompok tertentu 

Konsistensi 

dengan survai 

warganegara 

Ketepatan  Apakah hasil (tujuan) yang 

diinginkan benar-benar berguna atau 

bernilai 

Program publik 

harus merata dan 

efisien 

 

Dunn menambahkan, evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut waktu 

evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah 

dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut sebagai evaluasi 

proses. Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi 

(output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (outcome) kebijakan, atau 

sebagai evaluasi sumatif. 
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b. Model Evaluasi Lester dan Steward 

Slester dan Steward (2000) dalam Nugroho (2017:787) mengelompokkan evaluasi 

implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan 

dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan 

hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu 

apakah benar hasil  yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan 

evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai 

implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. 

c. Model Evaluasi House 

House (1980) dikutip dalam Nugroho (2017:788) membuat taksonomi evaluasi, 

yang membagi mode evaluasi menjadi sebagai berikut: 

1. Model sistem, indikator utamanya adalah efisiensi 

2. Model prilaku, indikator utamanya adalah produktivitas dan akuntabilitas 

3. Model formulasi keputusan, indikator utamanya adalah keefektivan dan 

keterjagaan kualitas 

4. Model tujuan-bebas (goal free), indikator utamanya adalah pilihan 

pengguna dan manfaat sosial 

5. Model kekritisan seni (art critism) dengan indikator utama adalah standar 

yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat 

6. Model review profesional, indikator utama adalah penerimaan profesional 

7. Model kuasi-legal (quasi-legal), indikatornya adalah resolusi 

8. Model studi kasus, indikator utamanya adalah pemahaman atas diversitas  
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d. Model Evaluasi Anderson 

Anderson (2011:276-278) dikutip Nugroho (2017:789) membagi evaluasi 

(implementasi) kebijakan publik menjadi tiga. Pertama, evaluasi kebijakan publik 

yang dipahami sebagai kegiatan fungsional yang selalu melekat pada setiap 

kebijakan publik. Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada proses bekerjanya 

kebijakan. Ketiga, evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan atau mengukur 

pencapaian dibanding target yang ditetapkan.Enam langkah evaluasi kebijakan 

menurut Suchman dalam Nugroho (2017:789): 

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 

2. Analisis terhadap masalah 

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain 

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

 

e. Model Evaluasi Wibawa 

Menurut Wibawa, dkk (1993:10-11) dikutip dalam Nugroho (2017:789), evaluasi 

kebijakan publik memiliki tiga fungsi, yaitu:  

a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar 

berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat 

mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan 

atau kegagalan program. 
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b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainya sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.  

c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai 

ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau ada kebocoran/penyimpangan. 

f. Model Evaluasi Howlet dan Ramesh 

Howlet dan Ramesh (1995) sebagaimana dikutip Nugroho (2017:790) 

mengelompokkan evaluasi sebagai berikut: 

1. Evaluasi administratif, berkenaan dengan evaluasi sisi administratif yakni 

anggaran, efisiensi, biaya proses kebijakan di dalam pemerintah, meliputi: 

a). effort evalution, yang menilai dari sisi input program 

b). perfiormance evaluation, menilai keluaran (output) dari program 

c). adequacy of performanceevaluation atau effectiveness evaluation, menilai 

apakah program dijalankan sebagaimana yang ditetapkan 

d). efficiency evaluation, menilai biaya program dan menilai kefektifan biaya 

e). process evaluations, menilai metode yang digunakan oleh organisasi 

untuk melaksanakan program 

2. Evaluasi judisial, berkenaan dengan isu keabsahan hukum dimana kebijakan 

diimpelementasikan 

3. Evaluasi politik, menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap 

kebijakan publik yang diimplementasikan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, model evaluasi terdiri dari  model evaluasi Dunn, 

Model Evaluasi Lester dan Steward, model evaluasi house, model evaluasi 

Anderson, dan model evaluasi Wibawa. Selain itu evaluasi kebijakan publik 



29 
 

mencakup lingkup evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi 

kebijakan, dan evaluasi kinerja kebijakan, dalam penelitian ini menggunakan 

model evaluasi implementasi kebijakan menurut William Dunn Efektivitas, 

Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. 

2.2. Tinjauan Tentang Koordinasi  

2.2.1. Pengertian Koordinasi  

Menurut Sulistio dan Sulistiowati (2014:13), organisasi merupakan wadah/sarana 

mewadahi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut 

Ndraha (2011:290) secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan 

untuk menggerakan  dan menyesuaikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan 

kegitan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada 

pencapaian tujuan tertentu.secara fungsional koordinasi dilakukan guna 

mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. 

Menurut G.R. Terry  koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 

menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 

ditentukan. Sedangkan menurut  E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi 

dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok 

dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan 

keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 

2007:85). 

Menurut  Djamin dalam Hasibuan (2009:86) mendefinisikan koordinasi sebagai 

suatu usaha kerja sama antar badan, instansi,unit dalam pelaksanaan tugas-tugas 
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tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan 

saling melengkapi. 

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa: “koordinasi adalah kegiatan 

mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen 

dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan 

organisasi”.Handoko (2003:195) Koordinasi adalah Proses pengintegrasian 

tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah 

(departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan 

terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang 

atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan 

sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga 

tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

2.2.2. Tujuan dan Pentingnya Koordinasi  

Menurut Hasibuan (2006:87) mengemukakan beberapa tujuan koordinasi dalam 

organisasi yaitu sebagai berikut : 

1) Untuk mengarahkan dan meyatukan semua tindaan sarat pemikiran kearah 

tercapainya sasaran organisasinya, 

2) Untuk menjurus keterampilan spesialisasi kearah sasaran organisasi, 

3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan, 
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4) Untuk menghindari kekacauan dan penkyimpanagan tujuan dan sasaran, 

5) Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen 

(man, money, material. machine, method and market) ke arah sasaran 

organisasi, 

6) Untuk menghindari kegiatan overlapping dari sasaran organisasi. 

Sarinah (2017:72) mengemukakan bahwa tujuan koordinasi adalah tujuan 

bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, 

agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka berkerja. 

Koordinasi juga penting dilakukan didalam sebuah organisasi dalam rangka 

mencapai suatu tujuan organisasi. 

Hasibuan menambahkan pentingnya koordinasi dalam organisasi atau perusahaan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan dan kekembaran atau 

kekosongan pekerjaan. 

b. Dapat menyelaraskan antara orang-orang dengan pekerjaanya untuk mencapai 

tujuan organisasi/perusahaan. 

c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. 

d. Agar semua unsur manajemen (6M) dan masing-masing individu harus 

membantu tercapainya tujuan organisasi. 

Berdasarkan tujuan dan pentingnya koordinasi yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat beberapa tujuan dan pentingnya koordinasi. Tujuan 

dan pentingnya koordinasi dalam sebuah organisasi adalah menyelaraskan semua 

tugas, kegiatan dan pekerjaan agar tidak terjadinya suatu tumpang tindih. 
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2.2.3. Ciri-ciri dan Unsur-Unsur Koordinasi 

Menurut Sarinah (2017:71) mengemukakan beberapa ciri dari koordinasi yaitu : 

a. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Koordinasi 

adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampuradukkan 

dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. 

Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila 

mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu kerjasama merupakan 

suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. 

b. Adanya proses (continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan 

pimpinan yang bersifat berkesenimbungan  dan harus dikembangkan sehingga 

tujuan dapat tercapai dengan baik.  

c. Pengaturan secara teratur usaha kelompok.  

Oleh karena itu koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, 

bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang berkerjasama, di 

mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat 

penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. 

Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan 

pertanda kurang sempurnanya koordinasi.  

d. Konsep kesatuan tindakan.  

Hal ini adalah merupakan inti dari koordinas. Kesatuan usaha, berarti bahwa 

harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu shingga 

terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.  

Menurut Sugandha dalam Hartono (2016) merumuskan bahwa koordinasi adalah 

menyatu padukan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau 
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organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada 

sasaran yang sama guna memudahkan pencapainnya dengan efisien.  

Koordinasi bertujuan terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian 

sasaran. Unsur-unsur yang terkandung di dalam usaha koordinasi, yang meliputi : 

a. Unit-unit atau organisasi-organisasi 

b. Sumber-sumber (potensi) 

c. Gerak kegiatan  

d. Kesatupaduan  

e. Keserasian  

f. Arah yang sama  

Menurut Handayaningrat (2002), untuk menciptakan koordinasi yang efektif 

dibutuhkan ciri-ciri atau karakteristik koordinasi sebagai acuan dalam melakukan 

koordinasi antar subunit organisasi maupun eksternal organisasi. Adapun ciri-ciri 

atau karakteristik koordinasi yang perlu diketahui adalah sebagai berikut: 

a. Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan  

Koordinasi adalah menjadi wewenang dan tangungjawab dari pada pimpinan. 

Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena telah melakukan koordinasi 

dengan baik. 

b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama 

Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak 

terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. 

c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus  
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Artinya suatu proses yang bersifat berkesinambungan dalam rangka 

tercapainya tujuan organisasi. 

d. Adanya pengaturan usaha  kelompok secara teratur. 

Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah kosep yang ditrapkan di dalam 

kelompok, bukan terhadap usaha individu, tetapi sejumlah individu yang 

berkerjasama di dalam kelompok unuk mencapai tujuan bersama. 

e. Konsep kesatuan tindakan  

Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti 

bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha tindakan dari pada setiap 

kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian  di dalam mencapai 

hasil bersama. 

f. Tujuan Koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose) . 

Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/ pengertian kepada semua 

individu, agar  ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di 

mana mereka bekerja. 

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri koordinasi yaitu koordinasi dapat terbangun 

dengan baik jika ciri-ciri koordinasi dapat dilaksanakan, pimpinan yang 

bertanggungjawab, kerjasama yang baik, proses yang tidak terputus,tertib, 

kesatuan tindakan dan tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. 

2.2.4. Jenis-Jenis Koordinasi  

Menurut Handayaningrat (1989:83) jenis koordinasi ada 2 (dua) yaitu: koordinasi 

intern dan koordinasi fungsional. Diantaranya sebagai berikut : 

a. Koordinasi Intern  
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Koordinasi intern adalah koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. 

Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 

bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan 

kebijaksanaannya atau tugas pokoknya. 

b. Koordinasi Fungsional  

Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan horizontal yang 

disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan 

sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa 

koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya 

mempunyai hubungan secara fungsional yang bersifat intern dan ekstern. 

Koordinasi fungsional dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Koordinasi fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam 

organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional 

ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya 

mempunyai hubungan kerja fungsional.  

2. Koordinasi fungsional yang bersifat ekstern, yaitu koordinasi antara 

organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut 

satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena 

sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa 

bantuan dari orang lainnya. 

Menurut Sugandha dalam Hartono (2016) menyebutkan beberapa jenis koordinasi 

sesuai dengan lingkup dan arah jalur sebagai berikut : 

a. Menurut lingkupnya, terdapat : 
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1. Koordinasi intern yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam 

suatu organisasi 

2. Koordinasi ekstern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi 

atau antar organisasi. 

b. Menurut arahnya, terdapat : 

1. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang 

mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar 

pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang 

singkat. 

2. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar pejabat-pejabat dan unit-unit 

tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, 

juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.  

3. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda 

fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya. 

4. Koordinasi fungsional, adalah koordinasi antar pejabat, antar unit atau 

antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena 

koordinatnya mempunyai fungsi tertentu.  

Menurut Hasibuan (2011), koordinasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:  

b. Koordinasi Vertikal  

Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-

kegiatan, unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan 

tanggung jawabnya.  

c. Koordinasi Horizontal  
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Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam 

tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi Horizontal terbagi atas dua jenis, 

yaitu:  

1. Interdiiplinary, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, 

menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antar 

unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara esktern 

pada unit-unit yang sama tugasnya. 

2. Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang 

fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling 

bergantungan atau mempunyai ikatan baik, secara intern atau ekstern yang 

levelnya setara.  

Adapun menurut Ndraha (2011), koordinasi dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Koordinasi waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses 

untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana 

yang harus berurutan; jika berurutan bagaimana urutannya. Koordinasi ini 

dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, 

klasual dan sebangsanya.  

2. Koordinasi ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. 

Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.  

3. Koordinasi interinstitusional. Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang 

berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.  
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4. Koordinasi fungsional. Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang 

satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif 

berhubungan fungsional.  

5. Koordinasi struktural. Yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah 

struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni 

kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain 

secara sukarela.  

6. Koordinasi perencanaan. Koordinasi ini untuk mengantisipasi terjadinya 

gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit 

kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antarunit kerja yang berhubungan 

interdependen dan independen.  

7. Koordinasi masukan-balik. Yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap 

kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan, adjustment, improvement, koreksi 

dan sebagainya 

Hall dan O’Toole(jr) dalam Erwan dan Dyah (2012:154) mengklasifikasikan 

paling tidak ada 3 kategori mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder 

yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan mekanisme kerja tersebut 

adalah:(i) pooled (mengutub); (ii) sequential (berurutan); (iii) reciprocal (timbal 

balik), yaitu: 

a. Proses koordinasi dengan menggunakan mekanisme kerja mengutub (pooled).  

mekanisme kerja (koordinasi) yang bersifat Mengutub terjadi ketika suatu 

kebijakan dalam proses implementasinya melibatkan banyak oganisasi 

(departemen/lembaga/dinas) dengan satu kelompok dengan sasaran tertentu. 

meskipun dalam implementasi melibatkan banyak organisasi, namun dalam 
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logika kerja yang bersifat mengutub ini masing masing organisasi yang 

terlibat dalam implementasi tidak saling tergantung antar satu dengan yang 

lain dalam melakukan atas keluaran keluaran kebijakan yang mereka hasilkan 

kepada kelompok sasaran. Berikut ini pola koordinasi dengan mekanisme 

kerja mengutub  

 

 

 

 

 

b. Proses Koordinasi  dengan menggunakan mekanisme kerja sequential  

Erwan dan Dyah (2012:156) Proses koordinasi yang menggunakan 

mekanisme kerja yang bersifat sequential terjadi ketika implementasi suatu 

kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu. 

Dalam proses implementasi tersebut yaitu output yang terjadi hubungan 

saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain 

karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkankan pada 

relasi input-output, yaitu output organisasi yang pertama kali yang akan 

menjadi input organisasi yang kedua, demikian seterusnya sehingga 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sangan di pengaruhi kerja 

sama seluru organisasi yang terlibat dalam implementasi. Berikut ini pola 

koordinasinya :  

 

 

A B C 

TARGET GRUP  

TARGET GROUP A B C 
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c. Proses Koordinasi dengan Menggunakan mekanisme Reciprocal  

Erwan dan Dyah (2012:158) Proses koordinasi menggunakan mekanisme 

kerja yang terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa 

organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing masing 

organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input bagi organisasi 

yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut akan berbalik ketika input 

yang telah diproses tersebut akan menjadi output yang akan di gunakan 

sebagai input bagi organisasi yang sebelum nya memberikan input. Logika 

tersebut seperti yang terlihat pada gambar. 

 

 

 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis koordinasi menurut Sugandha dan 

Hasibuan yaitu adanya jenis-jenis koordinasi yang ruang lingkupnya terdapat 

koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, koordinasi diagonal dan koordinasi 

fungsional. Sifat-sifat koordinasi menurut Hasibuan yaitu bersifat dinamis, 

menekankan pandangan meyeluruh dalam rangka mencapai tujuan, dan hanya 

meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.  

2.2.5. Mengukur Koordinasi Yang Efektif  

Menurut Handayaningrat dalam Noviana (2017 : 574), koordinasi dapat diukur  

melalui beberapa aspek : 

a. Komunikasi  

A B C D 

TARGET GRUP  
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Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan 

informasi yang disampaikan secara lisan maupun media lainnya. Komunikasi 

adalah hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk 

koordinasi. Kkomunikasi ini dapat dilihat dengan ada tidaknya informasi, ada 

tidaknya alur informasi, dan ada tidaknya teknonogi informasi. 

b.  Kesadaran pentingnya koordinasi  

Kesadaran adalah suatu yang dimiliki oleh manusia yang sesuai dengan 

keyakinannya. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah setiap masing-masing 

pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat 

bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran akan petingnya 

koordinasi koordinasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu tingkat pengetahuan 

pelaksana terhadap koordinasi dan ketaatan terhadap hasil koordinasi. 

c. Kompetensi Partisipan  

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang 

terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. 

d. Kesepakatan dan komitmen  

Kesepakatan dan komitmen dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, 

sanksi bagi pelanggar kesepakatan.  

e. Kontinuitas perencanaan  

Kontinuitas perencanaan merupakan keberlanjutan dari  keseluruhan proses 

pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan 

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan.  
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Menurut Follet  (1997:76)  koordinasi yang efektif dapat diukur berdasarkan 4 

prinsip yaitu: 

a. Early Stage, Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus 

dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak 

proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan 

implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua 

fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling 

dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, 

tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.  

b. Continuity, Berdasarkan prinsip kesinambungan, koordinasi merupakan 

sebuah proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses koordinasi 

dimulai sejak membentuk organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. 

Koordinasi selalu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap proses 

planning, organizing, actuating, dan controlling. 

c. Direct contact, Berdasarkan prinsip kontak langsung, proses koordinasi dapat 

berjalan dengan baik karena adanya komunikasi langsung antara anggota 

organisasi. Seluruh manajer harus mampu berkomunikasi langsung dengan 

baik dengan bawahannya sehingga tercipta hubungan yang baik. Kontak 

langsung ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, salah 

penafsiran, dan perselisihan antara manajer dan anggota organisasi lainnya. 

Dengan demikian manajer dapat mengkoordinasi berbagai aktivitas 

anggotanya secara efektif dan efisien. 

d. Reciprocal relation, Prinsip timbal baik menyatakan bahwa semua faktor 

dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan. Setiap keputusan dan 
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tindakan seseorang di dalam organisasi akan mempengaruhi situasi 

keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atau 

melakukan tindakan harus mempertimbangkan efek yang muncul pada orang 

lain atau departemen lain apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan. 

Diterapkannya prinsip ini diharapkan manajer atau anggota lainnya 

mengambil keputusan atau tindakan sepihak, sehingga koordinasi dapat 

dilakukan dengan lebih mudah.  

Abdulrachman (1979:8), prinsip-prinsip koordinasi adalah: 

a. Prinsip efisiensi  

b. Prinsip kesatuan arah dan tujuan (konvergensi)  

c. Prinsip pervasivitas, memasuki segenap kegiatan management dan 

pelaksanaan  

d. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi  

e. Prinsip dari koordinasi yang strategis  

Sugandha (1991:35), prinsip-prinsip koordinasi adalah: 

a. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang 

harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.  

b. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus 

dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.  

c. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas 

masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.  

d. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama 

mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk 

masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.  
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e. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta 

memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah 

bersama.  

f. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator 

dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-

masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.  

g. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-

masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.  

2.2.6. Syarat-syarat Koordinasi  

Menurut Brech dan Terry dalam Wulanari (2005:23) mengemukakan bahwa 

adapun syarat-syarat khusus umum yang ada dalam koordinasi adalah sebagai 

berikut : 

a. Sense of coorperation (perusahaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari 

sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. 

b. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan 

antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk meccapai 

kemajuan. 

c. Team Spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian saling menghargai. 

d. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai, 

umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. 

e. Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat koordinasi menurut Hasibuan yaitu 

perasaan untuk bekerja sama, rival terjadi  persaingan antar organisasi untuk 
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berlomba-lomba mencapai dalam kemajuan,team spirit, dan bagian-bagian 

yang dihargai untuk menambah semangat.  

2.2.7. Cara-cara Menjalankan Koordinasi  

Menurut Sarinah (2017:65-67) menyatakan bahwa teknik koordinasi dalam 

tahapan proses manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Koordinasi dalam Perencanaan 

Koordinasi dalam perencanaan merupakan upaya mengintegrasikan berbagai 

perencanaan melalui diskusi yang saling menguntungkan, tukar pikiran. 

b. Koordinasi dalam pengorganisasian  

Koordinasi merupakan esensi organisasi. Koordinasi dalam pengorganisasian 

sangat diperlukan manajemen antara lain dalam distribusi tugas. Misalnya, 

untuk kegiatan reformasi birokrasi dalam suatu instansi maka dibentuk satu 

timreformasi yang bertugas untuk menyusun  kosep reformasi birokrasi. Dal 

tim tersebut ditetapkan beberpa sub tim yang diberi tugas untuk 

mempersiapkan konsep spesifik, misalnya: sub-tim keuangan, sub-tim sumber 

daya manusia, sub tim grand design dan sebagainya. 

c. Koordinasi dalam staffing 

Dalam penempatan pegawai perlu dilakukan koordinasi untuk menjamin 

pegawai yang tepat (the right man on the right place). Misalnya, untuk 

menghasilkan keputusan promosi jabatan pada beberapa jabatan tertentu maka 

dilakukan rapat Baperjakat yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur 

kesekretariatan khususnya kepegawaian. 

d. Koordinasi dalam directing 
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Efektivitas arahan, instruksi dan pedoman sangat bergantung pada 

harmonisasi atasan dan bawahan. Misalnya, dalam satu unit tertentu, pimpinan 

memberikan arahan kemana unit tersebut diarahkan untuk mendukung tugas 

pokok dan fungsi organisasi. 

e. Koordinasi dalam pengawasan 

Koordinasi melalui pengawasandiperlukan untuk menjamin  sinkronisasi antar 

kinerja aktual dengan kinerja yang distandarkan. Misalkan suatu organisasi 

berdasarkan rencana strategiknya menetapkan beberapa performance 

indicators dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan performance 

indicators tersebut evaluasi triwulanan atau tahunan untuk mengevaluasi 

perencanaankinerja tersebut. 

Dengan demikian. Koordinasi perlu dilakukan dalam setiap proses manajemen 

sebagai upaya mengintegrasikan upaya berbagai pemangku kepentingan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Kalau langkah tersebut tidak dilakukan maka sangat 

sulit bagi para manajer untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan 

dapat bekerjasama secara terpadu. 

Berdasarkan penjelasan mengenai efektivitas koordinasi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa peneliti akan mengevaluasi koordinasi penanganan dan 

pencegahan kasus stunting kedalam tiga tahap yaitu : koordinasi dalam tahap 

perencanaan, koordinasi dalam tahap pelaksanaan dan koordinasi dalam tahap 

pemantauan dan evaluasi. Kemudian dilihat dari bentuk dan pola koordinasi 

penulis menggunakan teori bentuk pola koordinasi dari Hall dan O’Toole (jr) 

dalam Dyah dan Erwan (2012 : 154) dengan mengklasifikasikan koordinasi dalam 

beberapa pola yaitu : (i) koordinasi pola mengutub/ pooled, koordinasi pola 
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berurutan/ squential dan koordinasi pola timbal balik/ reciprocal. Kemudian  

dilihat  dari cara mengukur koordinasi yang efektif,  peneliti menggunakan teori 

dari Handayaningrat dengan menggunakan 5 indikator yaitu dilihat dari : 

komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, 

kesepakatan dan komitmen dan kontinuitas perencanaan. Teori koordinasi 

menurut Handayaningrat  dianggap peneliti mampu menjadi acuan bagi organisasi 

untuk mencapai pelaksanaan program dan tujuan yang jelas guna menunjang 

hubungan pertukaran informasi dan peningkatan komunikasi antara OPD dan Tim 

Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten 

Lampung Tengah. 

2.3. Tinjauan Tentang Teori Pembangunan Menuju SDGS 

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah 

proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana 

kebijakan beroperasi. Sementara itu, kebijakan yang menunjuk pada kerangka 

kerja pembangunan, memerikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan 

pembangunan ke dalam beragam program dan proyek.  

Teori pembangunan merupakan salah satu teori besar yang juga dikenal dengan 

istilah ideologi developmentalisme. Sesuai namanya, teori ini berporos pada aspek 

pembangunan, lebih khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan 

ekonomi. Gagasan inti teori pembangunan adalah asumsi bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan 

progres politik. 
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Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan 

perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan. 

Pembangunan di era sekarang diharapkan tidak hanya berpusat kepada aspek 

ekonomi saja tetapi harus memperhatikan aspek-aspek yang lain seperti 

lingkungan, politik, sosial, budaya dsb. Teori Pemabangunan berkelanjutan 

muncul dalam menyempurkan teori pembangunan yang terdahulu.  

Pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development memiliki berbagai 

definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan President’s Council on Sustainable 

Development in the United States as (USEPA, 2013), pembangunan yang 

berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan. 

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah 

proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana 

kebijakan beroperasi. Sementara itu, kebijakan yang menunjuk pada kerangka 

kerja pembangunan, memerikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan 

pembangunan ke dalam beragam program dan proyek.  

Teori pembangunan merupakan salah satu teori besar yang juga dikenal dengan 

istilah ideologi developmentalisme. Sesuai namanya, teori ini berporos pada aspek 

pembangunan, lebih khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan 

ekonomi. Gagasan inti teori pembangunan adalah asumsi bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan 

progres politik. 



49 
 

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan 

perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan. 

Pembangunan di era sekarang diharapkan tidak hanya berpusat kepada aspek 

ekonomi saja tetapi harus memperhatikan aspek-aspek yang lain seperti 

lingkungan, politik, sosial, budaya dsb. Teori Pemabangunan berkelanjutan 

muncul dalam menyempurkan teori pembangunan yang terdahulu.  

Pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development memiliki berbagai 

definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan President’s Council on Sustainable 

Development in the United States as (USEPA, 2013), pembangunan yang 

berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan. 

tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk 

kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan.  

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama penentu keberhasilan dalam 

pembangunan yang berprinsip keberlanjutan.Pembangunan yang berkelanjutan 

mecoba untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan 

pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Pemberian konsep dari pembangunan yang berkelanjutan berawal dari 

sistem berpikir, definisi pembangunan yang berkelanjutan pada ilustrasi ini 

mewajibkan bahwa keterkaitan antara ruang dan waktu.  

Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan bergantung kepada pendekatan sistem 

dasar yang mencoba untuk memahami interaksi yang ada dari tiga pilar 

(lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam suatu upaya untuk mewujudkan 

konsekuensi yang lebih baik dari perbuatan kita (USEPA, 2013). SDGS adalah 
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produk konkrit dari konsep pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015–2030 secara resmi 

menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (Milenium Development 

Goals/MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif 

yang  disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Konsep SDGs 

itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan 

yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero tahun 2012. Tujuan yang ingin 

dicapai dari pertemuan ini adalah tercapainya tujuan bersama yang universal dan 

tercapainya tujuan bersama yang mampu memelihara tiga dimensi pembangunan 

berkelanjutan yaitu : lingkungan sosial dan ekonomi.  Untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelannjutan, disususnlah 17 tujuan global (global goals). 17 

poin pnting SDGS ini adalah :  

1) Tanpa Kemiskinan. Tidak ada bentuk kemiskinan apapun di penjuru 

dunia. 

2) Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi bentuk kelaparan, mencapai ketahanan 

pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang 

berkelanjutan  

3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat 

serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala 

umur.  

4) Pendidikan yang berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang 

berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, 

menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadailan, serta mendorong 

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang  
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5) Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 

peran Ibu dan anak.  

6) Air bersih dan sanitasi, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi 

yang berkelanjutan bagi semua orang. 

7) Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi 

yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua 

orang.  

8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Mendukung 

perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja 

yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua 

orang.  

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang 

berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan 

berkelanjutan serta mendorong inovasi.  

10) tanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang 

efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. 

11) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan 

menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. 

12) Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam 

sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.  

13) Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta 

pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan 

bekelanjutan.  
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14) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan 

konsumsi dan pola produksi. 

15) Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim 

dan dampaknya. 

16) Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut 

dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan 

yang berkelanjutan. 

17) Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan 

keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara 

berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, 

memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi 

tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembanguanan 

berkelanjutan terdiri dari 17 poin penting, pada penelitian ini memfokuskan pada 

poin tujuan penghapusan kelaparan dan peningkatan kesehatan. 

2.4. Tinjauan Tentang Stunting  

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 

kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)1. Kondisi gagal 

tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu 

lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi 

oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong 

stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari 
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standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan 

Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya. 

Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak 

jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. 

Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak 

tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. 

Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting 

berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, 

stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada 

hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. 

2.4.1.  Dampak Stunting  

Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan 

berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan 

organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Balita stunting 

berkontribusi terhadap 1,5 juta (15%) kematian anak balita di dunia dan 

menyebabkan 55 juta Disability-Adjusted Life Years (DALYs) yaitu hilangnya 

masa hidup sehat setiap tahun. 

a. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan 

perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh 

serta gangguan metabolisme.  

b. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas 

intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat 

permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di 
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usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. 

Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan 

(pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular 

seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan stroke. 

2.4.2. Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi : 

untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi 

penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak 

langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan 

kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta 

kapasitas untuk melaksanakan. Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang 

menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung. Kerangka 

konseptual Intervensi penurunan stunting terintegrasi. Pemerintah kabupaten/kota 

diberikan kesempatan untuk berinovasi untuk menambahkan kegiatan intervensi 

efektif lainnya berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang telah dilaksanakan 

di masing-masing kabupaten/kota dengan fokus pada penurunan stunting. Target 

indikator utama dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi adalah:  

1) Prevalensi stunting pada anak baduta dan balita  

2) Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)  

3) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita  

4) Prevalensi wasting (kurus) anak balita  

5) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif  

6) Prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri  

7) Prevalensi kecacingan pada anak balita  

8) Prevalensi diare pada anak baduta dan balita 



55 
 

Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya 

stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan 

kesehatan lingkungan. Intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor 

kesehatan. 

Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik:  

a. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memilik dampak 

paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau 

semua sasaran prioritas. 

b. Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi 

dan kesehatan lain  yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah 

intervensi prioritas dilakukan. 

c. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang 

diperlukan sesuai dengan  kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat 

bencana (program gizi darurat). 

Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Peningkatan penyediaan air bersih dan 

sarana sanitasi; (b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; 

(c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; 

(c); serta (d) Peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif umumnya 

dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif 

adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan 

kegiatan sebagaimana tercantum di dalam Tabel 1-2. Program/kegiatan intervensi 

di dalam tabel tersebut dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat setempat. 
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2.5. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar 

alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan 

pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan suatu himpunan 

dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut, maka 

kerangka pemikiran yang dugunakan untuk menyusun tahapan penelitian dalam 

mengevaluasi koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi penurunan stunting 

dalam mencegah naiknya angka kasus stunting di Kabupaten Lampung Tengah 

dapat kita lihat sebagai berikut :  
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Bagan 5 Kerangka Pikir  

Sumber : Diolah Peneliti 2020 

Masalah stunting bersinggungan dengan tujuan Pembangunaan Berkelanjutan Sdgs 

khususnya poin ke 2 terkait gizi dan kelaparan 

Target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan 

nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019. 

Tahapan Koordinasi  : 

1. Tahap Perencanaan  

2. Tahap Pelaksanaan 

3. Tahap Pemantauan dan 

Evaluasi  

Pola koordinasi Hall dan 

O’Toole(jr), mengklasifikasikan 3 

pola koordinasi : 

1. pooled (mengutub); 

2. sequential (berurutan); 

3. reciprocal (timbal balik). 

Prinsip_Prinsip Koordinasi yang 

efektif  menurut : Handayaningrat  

1. Komunikasi  

2. Kesadaran akan pentingnya 

Koordinasi  

3. Kompetensi Partisipan  

4. Kesepakatan, Komitmen 

5. Kontunuitas Perencanaan  

 
Menurunkan dan menghapus 

permasalahan stunting  demi 

mewujudkan tercapainya tujuan 

pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development 

Goals/SDGs) mengatasi 

permasalahan gizi di Kabupaten 

Lampung Tengah.  

  



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, jenis penelitian ini 

berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang 

terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2005:4). 

Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005:5) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada.  

Pendekatan kualitatif berusaha untuk mengungkapkan fenomena serta 

menyeluruh sesuai dengan konteksnya (holistic-kontekstual), mendalam (in 

depth) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri 

peneliti sebagai instrument kunci. Data-data yang akan dikumpulkan di 

lapangan nantinya adalah data-data, perilaku, kalimat pada suatu konteks 

khusus yang alamiah (Moleong, 2005:6). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan 

fakta-fakta atau keadaan atau gejala yang tampak dalam proses koordinasi 

penangan dan pencegahan kasus stunting terintegrasi dalam mewujudkan 
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pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) sdgs di 

Lampung Tengah. 

3.2.  Lokus Penelitian  

Penentuan lokasi penelitian menurut Moleong (2005:128), menyatakan cara 

terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian ialah dengan 

jalan memepertimbangkan teori substantive dan dengan mempelajari serta 

mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu, 

keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu 

dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian.  

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja 

(purposive), yaitu di Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti memilih 

Kabupaten Lampung Tengah karena menjadi daerah yang mendapat predikat 

kinerja terbaik dalam penanganan dan pencegahan stunting, yang mana 

semula angka stunting di lampung Tengah sangat tinggi sekitar 52,68% dan 

masuk sepuluh daerah prioritas stunting nasional.  

3.3. Fokus Penelitian  

Menurut Moleong (2013: 93-94) Fokus penelitian merupakan pedoman untuk 

membatasi penelitian dalam memilih data apa saja yang relevan serta untuk 

dapat menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini secara tepat, 

maka diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pemfokusan terhadap data-

data yang ada di lapangan. Faktor penelitian yang dimaksudkan untuk 

membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data 
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yang relevan dan data yang tidak relevan. Fokus penelitian yang diambil 

peneliti yaitu tentang evaluasi koordinasi pencegahan kasus stunting 

terintegrasi dalam mewujudkan sustainable development goals (sdgs) di 

Kabupaten Lampung Tengah:  

1. Evaluasi koordinasi penanganan dan pencegahan stunting terintegrasi 

dalam menurunkan angka stunting dalam  mewujudkan pembangunan 

berkelanjuta (SDGs)  di Lampung Tengah. Dilihat dari beberapa tahapan 

proses koordinasi yaitu : tahap perencanaan. Tahap pelaksanaan dan tahap 

pemantauan dan evaluasi.  

2. Mengkasifikasikan mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder 

dalam proses koordiniasi menggunkan pola:  

a. Mengutub (pooled) 

b. Berurutan (sequential) 

c. Timbal balik (reciprocal) 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai 

dengan fokus penelitian maka teknik pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 
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Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011:186) diadakan 

wawancara untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan dan kepedulian. Sehingga peneliti melakukan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan dapat mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan 

pedoman wawancara. Adapun informan yang diwawancarai yaitu  

Tabel 7. Daftar Informan 

Sumber: Diolah Peneliti, 2020 

2. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian, guna meninjau 

dan mencatat serta mengontrol keadaan lokasi untuk memperoleh data yang 

No Nama  Jabatan 

1 Rina Rusydiana 

S.Sos M.Eng 

Kepala Bidang Sosial Budaya Kantor Bappeda 

Lampung Tengah. 

2 Septi  Astrianasari, 

S.Gz 

Kepala Seksi subbidang Sumber Daya Manusia dan 

Kebudayaan Bappeda Lampung Tengah 

3 Dina Prihatini, SP 

MSi 

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Lampung Tengah  

4 Asih Budihastuti. 

S.ST 

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah   

5 Ahmad Fahrudin, 

MM 

Kepala Bidang Perlidungan dan Jaminan Sosial  Dinas 

Sosial 

6 Drs. M Almisan 

MM 

Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya 

Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung 
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diperlukan. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisan karena dalam 

observasi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam 

penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengamatiketika 

pihak puskesmas memberikan penyulusan dan bantuan kepada balita stunting  

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Menggunakan 

dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih dipercaya karena di 

dokumentasi didukung dengan berisikan catatan yang sudah berlalu, berupa foto, 

tulisan, gambar, karya serta buku dan data yang sesuai dengan bahasan penelitian. 

Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan melihat laporan Dinas 

Kesehatan Lampung Tengah terkait Jumlah Balita Stunting di seluruh desa di 

Lampung Tengah. 

Tabel 8. Sumber Dokumen 

No Dokumen 

1 Data jumlah Riskesdas di Indonesia tahun 2018 

2 Data riskesdas Lampung Tengah tahun 2018 

3 Data jumlah balita stunting di seluruh kecamatan dan desa di 

Lampung Tengah  tahun 2020 

4 Data Prevelensi Stunting pada tingkat puskesmas di Kabupaten 

Tengah 2020 

5 Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG 

dalam kerangka 1.000 HPK, 

6 Keputusan Bupati Lampung Tengah 

No.176/KPTS/B.a.VII.01/2019 tentang Pembentukan Tim 

Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi 

Kabupaten Lampung Tengah Th 2019-2021 

Sumber: Diolah Peneliti (2020) 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2017:244), teknik analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
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lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu:  

1. Reduksi data (data reduction)  

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.  

2. Penyajian data (data display)  

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 

melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil 

temuan dalam wawancara dengan informan, dokumentasi baik berupa tabel 

maupun gambar, serta observasi. 

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification)  

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini peneliti 
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memberikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, observasi (survey), dan 

dokumentasi. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Sugiyono (2017:364-374) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji kredibilitas, pengujian transferability, pengujian depenability, dan pengujian 

confirmability. 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan penelitian ini adalag untuk mengecek kembali apakah data yang 

telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Dalam 

perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas sebaiknya difokuskan pada 

pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah data tersebut setelah dicek 

kebenaran di lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peirstiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

c. Triangulasi 

Menurut Sugiyono (2017:369) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. Pada triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas 
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data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Sedangkan triangulasi waktu, kredibilitas dilakukan melakukan pengecekan 

teknik pengumpulan data di waktu berbeda. Pada penelitian ini dilakukan dengan 

triangulasi teknik. 

d. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi di sini maksudnya adanya pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh hasil wawancara didukung 

adanya rekaman wawancara, serta dilengkapi foto-foto dan dokumen autentik 

sehingga menjadi lebih dipercaya. 

e. Mengadakan Member Check 

Kegiatan ini berupa proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

2. Pengujian Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan dan dapat diterapkannya hasil 

penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan 

dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan 

dalam situasi lain. 

3. Pengujian Depenability 

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mereplikasi proses 

penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan dengan 
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melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti 

seperti ini perlu diuji dependability-nya. 

4. Pengujian Confirmability 

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif, menguji confirmability 

berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 

Pengujian confirmability dalam penelitian ini dilakukan melalui seminar terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah  

4.1.1. Letak Geografis dan Administrasi Pemerintahan Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 
Gambar 1. Peta Lampung Tengah  

 

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.789,82 Km
2 

atau sebesar 13,57% dari luas wilayah Propinsi Lampung. Kecamatan Bandar 

Mataram adalah kecamatan yang memiliki luas wilayah kerja terbesar, yakni 

1.055,28 Km
2. 

Sementara itu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban memiliki luas 
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wilayah terkecil, yakni 65,14 Km
2.

. Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduk memiliki mata 

pencaharian di sektor  pertanian. Secara administratif Kabupaten Lampung 

Tengah dibatasi oleh : 

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Tulang Bawang dan Lampung 

Utara. 

2. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran. 

3. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Timur 

dan Kota Metro 

4. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus dan 

Lampung Barat. 

Berdasarkan data Kabupaten Lampung Tengah dalam angka hal 32, Lampung 

Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +- 46 meter 

diatas permukaan laut. Luas permukaan Lampung Tengah, adalah berupa 

daratan seluas 4789,82 km
2. 

Pada tahun 2018, wilayah administrasi 

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 Kecamatan, berdasarkan data dari 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

yaitu :  
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Tabel 9. Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah, Dirinci Menurut 

Luas Wilayah, Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan 

No Kecamatan Ibukota Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(km
2
) 

 

1 Padang  Ratu  Hadayung Ratu  204.44 

2 Selagai Lingga Negri Katon  308,52 

3 Pubian  Negri Kepayungan  173.88 

4 Anak Tuha  Negara Aji Tua 161,64 

5 Anak Ratu Aji  Gedung Sari  68,39 

6 Kali Rejo  Kalirejo 101,31 

7 Sendang Agung  Sendang Agung  108.89 

8 Bangun Rejo  Bangun Rejo  132,63 

9 Gunung Sugih  Gunung Sugih  130,12 

10 Bekri Kusumadadi  93,51 

11 Bumi Ratu Nuban  Bulusari 65,14 

12 Trimurjo Simbarwaringin  68,43 

13 Punggur  Tanggul Angin  118,45 

14 Kota Gajah  Kota Gajah  48,05 

15 Seputih Raman  Rukti Harjo 46,65 

16 Terbanggi Besar Terbanggi Besar 208,65 

17 Seputih Agung  Dono Arum 122,27 

18 Way Pengubuan  Tanjung Ratu Ilir  210.72 

19 Terusan Nunyai  Gunung Batin Ilir 302.05 

20 Seputih Mataram Kurnia Mataram 120,01 

21 Bandar Mataram  Jati Datar  1055,28 

22 Seputih Banyak  Tanjung Harapan  145,92 

23 Way Seputih  Suko Binangun  77,84 

24 Rumbia Reno Basuki  106,09 

25 Bumi Nabung  Bumi Nabung Ilir  108,94 

26 Putra Rumbia  Binakarya Utama  95,02 

27 Seputih Surabaya  Gaya Baru Satu  144,60 

28 Bandar Surabaya  Surabaya Ilir  142,39 

Lampung Tengah  4789.82 km
2
 

Sumber : Badan Pusat Statistik (Lampung Tengah Dalam Angka 2019 hal-37) 

Diolah peneliti tahun 2020. 

Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah selama beberapa periode 

berada di peringkat ke-1 diantara kabupaten yang lain di propinsi Lampung. 

Adapun keadaan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah periode 

tahun 2012-2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
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Tabel 10. Jumlah Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012-2018 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

Sex Ratio 
Laki-laki Perempuan Total 

2012 616.111 592.150 1.208.261 104,05 

2013 619.165 595.569 1.214.734 103,96 

2014 626.826 599.876 1.226.702 104,49 

2015 630.962 608.134 1.239.096 103,75 

2016 636.688 613.798 1.250.486 103,73 

2017 641.985 619.513 1.261.498 103.63 

2018 6.49.867 624.699 1.271.566 103,55 

Sumber : Laporan Akhir Pemetaan Kondisi dan Rencana Strategi 

Penanggulangan Stunting (Bappeda Lampung Tengah) diolah peneliti tahun 

2020. 

Dari tabel 2 diatas menunjukan terjadinya kenaikan jumlah penduduk di 

Kabupaten Lampung Tengah dalam tahun 2012-2018. Penduduk laki-laki 

setiap tahunnya lebih tinggi dari penduduk perempuan, untuk sex ratio 

penduduk tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 103,55%. Laju pertumbuhan penduduk 2010-2016 sebesar 1,27% 

dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 265,47 per km
2
. 

4.1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah 

lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan 

daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah. 

Kantor Bappeda lampung Tengah beralamatkan di Jl. Hanura No.02 Gunung 
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Sugih Kecamatan Gunung Sugih  Kabupaten Lampung Tengah. Badan ini 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan 

daerah.  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan 

pertimbangan : 

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di 

daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan 

sektoral dan pembangunan daerah. 

2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan 

dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang 

lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. 

Dasar Hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah :  

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 

2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan 

Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA. 

3. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969 

4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969 

7. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi 

Pemerintah Daerah dan Wilayah. 

8. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. 

9. Peraturan Daerah Kab. Lampung Tengah No. 88 tahun 2016 tentang tugas 

Bappeda dalam membantu tugas kepala daerah dalam menyusun dan 

menentukan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta 

penilaian atas pelaksanaannya. 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 9 tahun 1999 

tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan perencana 

pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan 

Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.2/2121/SJ. 

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 

1. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas pola umum 

pembangunan lima tahun daerah. 

2. Menyusun rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten. 

3. Menyusun Program-program tahunan sebagaimana pelaksanaan Rencana-

rencana dalam pembangunan Lima Tahun Daerah yang dibiayai daerah 
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sendiri ataupun yang disusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I 

Lampung. 

4. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan diantara Dinas-dinas satuan 

organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi 

vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam 

wilayah daerah. 

5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pembangunan kabupaten bersama-sama dengan bagian keuangan dengan 

koordinsi sekretaris daerah/wilayah. 

6. Melaksanakan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk kepentingan 

perencanaan pembangunan daerah. 

7. Mengikuti Persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana 

pembangunan didaerah untuk perencanaan penyempurnaan lebih lanjut. 

8. Memonitor Pelaksanaan Pembangunan Didaerah. 

9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencaan sesuai dengan petunjuk 

kepala daerah. 

Visi dan Misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah. 

Visi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Sesuai dengan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 

2016 tentang RPJMD 2016-2021 adalah “Lampung Tengah sebagai lumbung 

pangan yang aman, maju, sejahtera dan berkeadilan”. 
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Misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah adalah menjalankan misi ke-6 yaitu “Menyelenggarakan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Pro Rakyat”. 

Struktur organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten 

Lampung Tengah terdiri dari beberapa bagian diantaranya : 

1. Kepala Badan       

a. Sekretariat (a. Subbag Perencanaan dan Pelaporan  b. Subbag Keuangan  

c. Subbag Umum dan Kepegawaian). 

2. Kelompok Jabatan Fungsional  

3. Bidang Sosial Budaya (a. Subbidang SDM dan Kebudayaan , b. 

Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakya, c. Subbidang 

Kepemudaan dan Tenaga Kerja). 

4. Bidang Perekonomian (a. Subbidang Pertanian, b. Subbidang 

Perindustrian dan Perdagangan, c. Subbidang dunia usaha dan jasa).  

5. Bidang Inftasruktur dan Pengembangan Wilayah (a. Subbidang 

Perhubungan dan Kebinamargaan, b. Subbidang Pengairan dan 

Keciptakerjaan, c. Subbidang Tataruang, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup ). 

6. Bidang Pengendalian dan Pelaporan (a. Subbidang Pembangunan dan 

Pengendalian, b. Subbidang Data dan Informasi, c. Subbidang 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan). 

7. Unit Pelaksana Teknis. 
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Berdasarkan struktur organisasi di Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah, penanganan permasalahan stunting 

ditangani oleh bagian Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur, Bidang 

Pengembangunan Wilayah yang diketuai langsung oleh Kepala Bagian,  dan 

Kasubbid Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Ketiga bagian tersebut 

berwenang sebagai kordinator teknis membawahi beberapa OPD-OPD lain 

yang terkait. 

4.1.3. Gambaran Umum Tim Koordinasi Penanganan dan Pencegahan 

Stunting Terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah secara khusus membentuk 

Tim Khusus yang bertugas mempercepat penurunan angka stunting serta 

melakukan pencegahan agar persebaran stunting agar tidak semakin meluas. 

Tim Khusus ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung 

Tengah No. 176/KTPS/B.a.VII.01/2019. Yang isinya adalah tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting 

Terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2021. Sebelum 

menerbitkan Surat Keputusan diatas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2018 tentang 

penurunan stunting. 

Tim Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi 

Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati 

Lampung Tengah mempunyai tugas sebagai berikut ini : 
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a. Melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan penanganan dan 

pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Menganalisa sebaran kasus stunting yang ada di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

c. Menyusun rencana aksi daerah penanganan dan pencegahan stunting 

terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019-2021. 

d. Melaporkan penanganan dan pencegahan stunting terintegrasi di 

Kabupaten Lampung Tengah. 

e. Pengintegrasian kegiatan lintas program dan lintas perangat daerah 

kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan anggaran 

daerah. 

f. Penggkoordinasian pelaksanaan intervensi penanganann dan pencegahan 

stunting terintegrasi yang terdapat pada kegiatan lintas program pada 

perangkat daerah. 

g. Membangun kemitraan organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia 

usaha, media massa, organisasi keagamaan, perguruan tinggi dan 

masyarakat untuk melakukan percepatan penanganan dan pencegahan 

stunting. 

h. Sinkronisasi kegiatan penanganan dan pencegahan stunting yang 

dilakukan pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan,dan dana desa 

(ADD/ADK). 

i. Pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan intervensi 

penanganan dan pencegahan stunting terintegrasi . 
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j. Pelaporan pelaksanaan intervensi penanganna dan pencegahan stuning 

terintegrasi kepada Gubernur dan Bupati. 

Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanaganan Stunting Terintegrasi 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun  2019, yang terdiri dari berbagai Organisasi 

Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi masing-masing dan bertanggungjawab 

langsung kepada Bupati Lampung Tengah, Berikut ini susunan organisasinya : 

Tabel 11. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanaganan Stunting 

Terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun  2019-2021 

Penanggungjawab  Bupati Lampung Tengah  

Ketua  Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Wakil Ketua 
Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Kabupaten 

Lampung Tengah  

Sekretaris  Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah  

Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten Lampung Tengah  

Anggota  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kab. Lampung Tengah 

2. Kepala Dinas Pertanian dan TPH Kab. Lampung 

Tengah. 

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lampung Tengah  

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. 

Lampung Tengah  

5. Kepala Dinas Sosial Kab.Lampung Tengah  

6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Rakyat Kab. Lampung Tengah  

7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. 

Lampung Tengah 

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten  Kab. Lapung 

Tengah  

10. Kepala Dinas Perikanan Kab. Lampung Tengah  
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11. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan 

Kabupaten  

12. Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan KB 

Kab. Lampung Tengah  

 

13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung 

Tengah 

14. Sekretaris Bappeda Kab. Lampung Tengah  

15. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kab. Lampung Tengah  

16. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung 

Tengah  

17. Kabid Sosbud Bappeda Kab. Lampung Tengah 

18. Kabid Perekonomian Bappeda Kab. Lampung 

Tengah  

19. Kabid Infrastruktur Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Kab. Lampung Tengah  

20. Kabid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Kab. 

Lampung Tengah  

21. Kabid Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat 

Kampung Dinas PMK Kab. Lampung Tengah  

22. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 

Masyarakat Kab. Lampung Tengah  

23. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Bappeda 

Kab. Lampung Tengah  

24. Kassubid Sumber Daya Manusia dan Kebudayan 

Bappeda Kab. Lampung Tengah 

25. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas 

Kesehatan Kab. Lampung Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka secara umum dapat ditarik 

kesimpulan bahwa evaluasi koordinasi program pencegahan kasus stunting dalam 

mewujudkan sustainable development goals (sdgs) di Kabupaten Lampung 

Tengah,  pada tujuan 2 SDGs (nol kelaparan) dengan target ke 2 mengakhiri 

segala bentuk malnutrisi, untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan 

mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta 

lansia sudah berjalan. Berikut penjabarannya dalam dua fokus penelitian yang 

sudah dilakukan pembahasan: 

1. Evaluasi Koordinasi  Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Tim 

Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2019. 

Dikaji berdasarkan tiga tahapan yaitu tahap perencanaan dimana pada tahap 

ini mengunkan aksi 1, 2 dan 3. Pada tahap ini dilaksanakan analisis situasi 

dampak stunting dengan memetakan menjadi 30 locus stunting, membuat 

program kerja dan anggarannya serta melaksanakan rembuk stuning.  

Pada Tahap Pelaksanaan ini melaksanaakan aksi 4 dan 5 yaitu membuaat 

kebijakan yang mendukung program-program stunting diantaranya 

membentuk Tim khusus percepatan penangan stunting . melakukan 

pembinaan Kader Pembangunan Manusia. Dan di tahap evaluasi 
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menggunkana 3 aksi yakni aksi 6,7 dan 8 yaitu melakuakn manajemen sistem 

data, pengukuran dan publikasi hingga reviu kinerja .  

2. Pelaksanaan koordinasi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui tim 

koordinasi penanganan dan pencegahan kasus stunting terintegrasi mengacu 

kepada teori Hall dan O’Toole dalam Erwan dan Dyah bahwa pola interaksi 

antar stakeholder yang digunkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung 

Tengah cenderung menggunakan pola seequential / berurutan dan pola 

tersebut dirasa cukup efektif mengingat angka stunting di semakin menurun. 

Selanjutnya untuk mengukur kualitas koordinasi peneliti menggunakan teori 

dari Handayaningrat dalam Noviana (2017:574)  dengan lima indikator yaitu : 

indikator komunikasi, kesasadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi 

partisipan, kesadaran dan komitmen dan kontinuitas perencanaan. Ketika 

implementasi koordinasi pecegahan dan penurunan stunting di uji oleh lima 

indikator tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Meskipun 

angka stunting sudah relatif mengalami penurunan namun faktanya masih 

ditemukan beberapa kendala seperti dalam indikator komunikasi dalam 

penggunaan teknologi informasi dimana belum semua puskemas memahami 

sistem eppgbm,  di indikator kesadaran akan pentingnya organisasi masih ada 

beberapa dinas yang membuat program yang bersifat sosialitatif dan kurang 

mengedepankan nilai inovatif dan praktek, masih terdapat capaian program 

yang belum berjalan 100%.  
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6.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas menunjukan bahwa masih ada beberapa 

kendala/hambatan yang timbul dalam proses koordinasi pencegahan dan 

penurunan permasalahan stunting. Oleh karena itu peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan program-program stunting ke arah parktek, inovatif, yang  

melibatkan banyak  pihak   serta program tersebut bersifat kontinuitas. Serta 

pemerintah perlu meningkat jumlah anggarannya agar rencena kerja ke depan 

menjadi lebih baik. 

2. Meningkatkan skill penggunaan sistem aplikasi pencatatan e-PPGBM ke 

seluruh petugas puskemas di Lampung Tengah, agar proses pencatatan data 

sasaran individu dan penimbangan atau pengukurannya yang dapat dilakukan 

dengan cepat dan akurat , yang kedepannya dapat memberikan feedback secara 

langsung status gizi dari balita-balita tersebut.  

3. Pemerintah hendaknya meningkatkan koordinasi kepada pihak desa-desa 

terdampak stunting dengan mengajak kepala desa/kampung untuk ikut 

bersama-sama menangani permasalahan stuning, sehingga dapat mengarahkan 

anggaran dana desa untuk penyelesaian stunting dengan memberikan himbauan 

untuk memasukkan program-program stunting dalam anggaran dana desa. 

4. Memperbanyak posko-posko penangan stunting di desa-desa , sehingga 

memudahkan informasi stunting kepada masyarakat. Sehinga pencegahan 

stunting dapat berjalan efektif. 
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